FORM 3: FORM PENULISAN SOP

	Pemerintah Kab. Lombok Barat

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
	Nomor SOP
	

	
	Tanggal Pembuatan
	

	
	Tanggal Revisi
	

	
	Tanggal Efektif
	

	
	Disahkan oleh
	

	Bidang Pengembangan Politik dan Fas. Ormas/LSM
	Nama SOP
	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Ormas dan LSM


	Dasar Hukum
	
	Kualifikasi Pelaksanaan

	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyaratan 
2. Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah

	
	1. Sarjana
2. Menguasai pengoperasian Komputer

3. Menguasai/memiliki pengetahuan tentang organisasi kemasyarakatan dan politik

	Keterkaitan
	
	Peralatan/Perlengkapan

	1. SOP Bantuan Sosial 
2. SOP Bantuan dari Pemerintah Pusat maupun NGO dalam dan luar negeri
	
	1. Komputer
2. Buku registrasi

3. Blanko/Format Sertifikat

4. Lemari arsip

	Peringatan
	
	Pencatatan & Pendataan

	Jika SOP tidak dilaksanakan akan berdampak:
1. Tidak teregistrasinya data ormas/LSm

2. Data Ormas dan LSM menjadi tidak akurat

Jika SOP ini dilaksanakan akan berdampak:

1. Data ormas/LSM teregistrasi 

2. Data Ormas/LSM menjadi akurat
	
	


FORM 3: FORM PENULISAN SOP

	Pemerintah Kab. Lombok Barat

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Nomor SOP
	

	
	Tanggal Pembuatan
	

	
	Tanggal Revisi
	

	
	Tanggal Efektif
	

	
	Disahkan oleh
	

	Bidang Pengembangan Politik dan Fas. Ormas/LSM
	Nama SOP
	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Partai Politik


	Dasar Hukum
	
	Kualifikasi Pelaksanaan

	1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambangan Lembaran Negara No. 5189)

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penyesuaian Partai Politik Berbadan Hukum dan Partai Politik Baru menjadi Badan Hukum berdasarkan  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
	
	1. Sarjana

2. Menguasai pengoperasian Komputer

3. Menguasai/memiliki pengetahuan tentang Hukum dan Politik

	Keterkaitan
	
	Peralatan/Perlengkapan

	1. SOP Tim Pendaftaran Partai Politik Tingkat Pusat
2. SOP KPU
	
	1. Komputer

2. Buku registrasi

3. Blanko/Format Surat Keterangan

4. Lemari arsip

	Peringatan
	
	Pencatatan & Pendataan

	Jika SOP tidak dilaksanakan akan berdampak:

1. Tidak teregistrasinya data Partai Politik
2. Data Partai Politik menjadi tidak akurat

Jika SOP ini dilaksanakan akan berdampak:

1. Data Partai Politik teregistrasi
2. Data Partai Politik menjadi akurat
	
	


FORM 3: FORM PENULISAN SOP

	Pemerintah Kab. Lombok Barat

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Nomor SOP
	

	
	Tanggal Pembuatan
	

	
	Tanggal Revisi
	

	
	Tanggal Efektif
	

	
	Disahkan oleh
	

	Bidang Pengembangan Politik dan Fas. Ormas/LSM
	Nama SOP
	Penerbitan Surat Rekomendasi Bantuan Keuangan Partai Politik


	Dasar Hukum
	
	Kualifikasi Pelaksanaan

	1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambangan Lembaran Negara No. 5189)

2. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambangan Lembaran Negara No. 4972)

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 tahun 2009 tentang Pedoman Tata cara Penghitungan Penganggaran, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

4. Peraturan Bupati 08 Tahun 2011 tentang tentang Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Barat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009
	
	1. Sarjana

2. Menguasai pengoperasian Komputer

3. Menguasai/memiliki pengetahuan tentang Hukum dan Politik

	Keterkaitan
	
	Peralatan/Perlengkapan

	1. SOP Pencairan Bantuan Keuangan pada DPPKAD
	
	1. Komputer

2. Buku registrasi

3. Blanko/Format Surat Keterangan

4. Lemari arsip

	Peringatan
	
	Pencatatan & Pendataan

	Jika SOP tidak dilaksanakan akan berdampak:

1. Tidak teregistrasinya data Partai Politik yang telah mengajukan permohonan

2. Besar Bantuan yang sudah direkomendasikan menjadi tidak akurat

Jika SOP ini dilaksanakan akan berdampak:

1. Teregistrasinya data Partai Politik yang telah mengajukan permohonan

2. Besar Bantuan yang sudah direkomendasikan menjadi akurat
	
	


FORM 3: FORM PENULISAN SOP
	Pemerintah Kab. Lombok Barat

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Nomor SOP
	

	
	Tanggal Pembuatan
	

	
	Tanggal Revisi
	

	
	Tanggal Efektif
	

	
	Disahkan oleh
	

	Bidang Pengembangan Politik dan Fas. Ormas/LSM
	Nama SOP
	Pelatihan/Pembinaan Bagi Parpol, Ormas dan LSM


	Dasar Hukum
	
	Kualifikasi Pelaksanaan

	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyaratan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambangan Lembaran Negara No. 3298)

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambangan Lembaran Negara No. 5189)

3. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 24, Tambangan Lembaran Negara No. 3331)

4. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambangan Lembaran Negara No. 4972)

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 tahun 2009 tentang Pedoman Tata cara Penghitungan Penganggaran, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penyesuaian Partai Politik Berbadan Hukum dan Partai Politik Baru menjadi Badan Hukum berdasarkan  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
	
	1. Sarjana

2. Menguasai pengoperasian Komputer

3. Menguasai/memiliki pengetahuan tentang Hukum dan Politik

	Keterkaitan
	
	Peralatan/Perlengkapan

	Tidak ada
	
	1. Komputer

2. Buku registrasi

3. Blanko/Format Surat Keterangan

4. Lemari arsip

	Peringatan
	
	Pencatatan & Pendataan

	Jika SOP tidak dilaksanakan akan berdampak:

1. Kegiatan tidak terorganisir dengan baik

2. Kegiatan tidak terlaksana dengan baik

Jika SOP ini dilaksanakan akan berdampak:

1. Kegiatan terorganisir dengan baik

2. Kegiatan terlaksana dengan baik
	
	


